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MALPRAKTEK MEDISDALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA

INDONESIA DAN HUKUM PIDANA |SLAM

A. Malpraktek Medis Dalam Pandangan Hukum Pidana Indonesia
1. Ancaman Pidana dan Sanksi Malpraktek Medis DalariiRU

Malpraktek medis terjadi apabila pasien meninggatial atau
mengalami cacat akibat dokter atau tenaga keselzatauya kurang hati-
hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya panylean terhadap
pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.

Malpraktek medis karena kesengajaan, misalnya paadas-
kasus melakukanabortus provocatus, mengakhiri hidup pasien
(euthanasi®, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak akan sémb
lagi> Malpraktek pidana karena kealpaan, misalnya |akehingga
mengakibatkan kematian atau luka-luka. Malprakigkgydapat dituntut
pertanggungjawaban secara pidana adalah kesalalan thenjalankan
praktek yang berkaitan dengan pelanggaran K&HP.

Pengaturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang terkait malpraktek medis ankara
a. Menipu pasien (pasal 378);

b. Membuat surat keterangan palsu (pasal 263, 267);

! Ahmad Sofyan (ed)Malpraktik dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Rida
Jakarta: Prestasi Pustaka, Cet. Ke-1, 2005, h. 28

2 Oemar Seno AdjiEtika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Ral®okter:
Profesi Doktey Jakarta : Erlangga, 1991, h. 173

® Rio Cristiawan,Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transpa@agan
Tubuh Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cet. ke-1,2200 56-57
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c. Abortus ProvokatuKriminalis (pasal 299, 348, 349, 350);

d. Melakukan kelalaian cluilpa) yang mengakibatkan kematian atau
luka (pasal 359,360, 36%);

e. Melakukan pelanggaran kesopanan (pasal 290 aya@94)ayat (2),
285 dan 286);

f.  Membocorkan rahasia pasien dengan pengaduan fpasal 322);

g. Tidak memberikan pertolongan atau bantuan (pasid);35

h. Memberikan atau membuat obat palsu (pasal 386)

i. Euthanasiapasal 344Y.

Akibat malpraktek medis yang menjadi tindak pidamarus
berupa akibat yang sesuai dengan yang ditentuldmlhdang-Undang.
Seperti akibat berupa kematian, luka berat, ragd atau luka yang
mendatangkan penyakit, atau luka yang menghamiggs tdan mata
pencaharian dapat membentuk pertanggungjawabanngidgang
wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdaja tetapi boleh

jadi pemidanaan.

* Pasal 359: “Barang siapa karena kesalahannyap@aahya) menyebabkan orang lain
mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tethun atau pidana kurungan paling lama
satu tahun”

® Pasal 361: “Jika kejahatan yang diterangkan dalzab ini dilakukan dalam
menjalankan suatu jabatan atau pencarian, makagiddambah dengan sepertiga dan yang
bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankaogpm dalam mana dilakukan kejahatan dan
hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diu@imk

® pasal 351 (1): “Penganiayaan diancam dengan pigangra paling lama dua tahun
delapan bulan atau pidana denda paling banyak eibpdima ratus rupiah”. (2): “Jika perbuatan
mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diandagan pidana penjara paling lama lima
tahun”. (3): “Jika mengakibatkan mati, diancamgimpidana penjara paling lama tujuh tahun”.
(4): “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merksa&hatan”. (5): “Percobaan untuk
melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

’ Redaksi Sinar Grafika(UHAP dan KUHR Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-5, 2005, h.
90-130
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Di bawah ini adalah uraian tentang kealpaan yangyetsbkan
kematian dan luka-luka yang diakibatkan oleh mafiglamedis, yaitu:
a. Kealpaan yang menyebabkan kematian

Pasal 359 KUHP selalu didakwakan terhadap kemgtag
diduga disebabkan kesalahan dokter. Pasal 359 mekam
“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan taanmati®
disamping adanya sikap batin culpa serta kalimaeryebabkan
orang lain mati”, maksudnya di sini adalah:

1) Harus ada wujud perbuatan

2) Adanya akibat perbuatan akibat kematian; dan

3) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dealghat
kematian.

Sikap batin culpa bukan ditujukan pada perbuatatgpt
pada akibat kematian. Culpa dapat dibedakan tigacama
berdasarkan sudut tingkatannya:

1) Kelalaian yang tidak disadari, pembuat tidak meayaddahwa
perbuatan yang hendak dilakukan dapat menimbulkdipata
terlarang dalam hukum. Hubungannya dengan pelayanan
kesehatan, dokter tidak mengetahui bahwa perbugtany

hendak diperbuatnya dapat mengakibatkan kematian;

8 Redaksi Sinar Grafikap. Cit, h. 120
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2) Kealpaan yang disadari, adanya kesadaran terhadaplnya
akibat dari tindakan medis yang hendak diwujudkaokter
menyakini bahwa akibat tersebut tidak akan timmamun
setelah tindakan medis dilakukan ternyata akibatebait
timbul; dan

3) Termasuk dalam kealpaan yang disadari, telah dishdawa
akibat bisa timbul, namun yakin tidak akan timb8ketelah
tindakan dilakukan dan timbul gejala-gejala yangngazah
pada timbulnya akibat. Telah berbuat yang cukupulunt
menghindarinya, namun kenyataannya setelah tindakéat
pun timbul.®

b. Kealpaan yang menyebabkan luka-luka
Pada 360 KUHP lazim digunakan untuk menuntut doiies
dugaan malpraktek medis. Pasal 359 digunakan b#ayababkan

kematian. Dua macam tindak pidana menurut pasayakai:

Ayat (1) “... karena kesalahannya menyebabkan oramg |

mendapat luka berat..’®,

° Adami ChazawiMalpraktek KedokteranMalang: Bayumedia, 2007, h.112
1% Kalimat “menyebabkan orang luka”, mengandung tigaua yakni: 1. Adanya wujud

perbuatan sebagai penyebab; 2. Adanya akibat daamtuka; 3. Adanya hubungan kausal antara
wujud perbuatan dengan akibat orang lain luka.
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Ayat (2) “... karena kesalahannya menyebabkan orainduka-luka
sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau Igaan
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selemlgu
tertentu...”

Dari ayat (1) dapat dirinci unsur-unsurnya:

1) Adanya kelalaian;

2) Adanya wujud perbuatan;

3) Adanya akibat luka berat;

4) Adanya hubungan kausal antara luka berat dengamdwuj
perbuatan.

Ayat (2) mengandung unsur-unsur:

1) Adanya kelalaian;

2) Adanya wujud perbuatan;

3) Adanya akibat luka yang menyebabkan penyakit, ly&ag
menjadikan halangan menjalankan pekerjaan jabat@u a
pencaharian selama waktu tertentu;

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengaat.akib

Luka adalah perbuatan sedemikian rupa pada permukazuh

sehingga berbeda dengan bentuk semula. Pasal 36¢ebutkan

tiga macam luka, yaitu:

1) Luka berat;

2) Luka yang menimbulkan penyakit;
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Luka yang menjadikan halangan menjalankan pekejgzatan

atau pencaharian selama waktu tertentu.

Pasal 90 menyebutkan macam-macam luka berat:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7

Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak membamapan
akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkarydahaut;
Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugjaatgn
atau pekerjaan pencaharian;

Kehilangan salah satu panca indra;

Mendapat cacat berat;

Menderita sakit lumpubh;

Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;

Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpdakese'".

Pasal 2 KUHP disebutkan “ketentuan pidana dalamungeng-

undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang gaslakukan suatu

delik di Indonesia”. Menentukan bahwa setiap orgaugg berada dalam

wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggwaban pidana

atas kesalahan yang dibuatnya.

Hukum pidana mengenal adanya alasan penghapusamapidlam

pelayanan kesehatan, yaitu: alasan pembenar deamgt@maaf. Namun

tidak serta merta alasan pembenar dan pemaaf aérsenghapuskan

suatu tindak pidana bagi profesi dokter.

1 C.S.T. Kansil,Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesiakarta: Balai
Pustaka, Cet. ke-7, 1986, h. 276
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Seorang dokter baru dihadapkan ke pengadilan bdalstimbul
kerugian bagi pasien. Kerugian ini timbul akibalapggaran kewajiban
dimana di mana sebelumnya telah dibuat suatu pguaet Standar
pelayanan medis dibuat berdasarkan hak dan kewajibkter, baik yang
diatur kode etik maupun yang diatur perundang-ugdan

Pasal 361 KUHP menyatakan: “Jika kejahatan yangratigkan
dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatatg@batau pekerjaan,
maka pidana itu boleh ditambah sepertiganya, dgratddijatuhkan
pencabutan hak melakukan pekerjaan, yang diperganakntuk
menjalankan kejahatan itu, dan hakim dapat menadrkain
pengumuman putusanny&’.

Pasal 361 KUHP ini merupakan pasal pemberatan pidmayi
pelaku dalam menjalankan suatu jabatan atau pema@ahgang
melakukan tindak pidana yang disebut dalam pasald#h pasal 360
KUHP. Pihak yang dapat dikenakan pasal ini misaldghter, bidan,
dan ahli obat yang masing-masing dianggap harush Ibbrhati-hati
dalam melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan pasal tersebut, dokter yang telah nierken cacat
atau kematian yang berkaitan dengan tugas atautajabatau
pekerjaannya, maka pasal 361 KUHP memberikan anctapidana
seperti lebih berat. Disamping itu hakim dapat raemjkan hukuman

berupa pencabutan hak melakukan pekerjaan yanggdipekan untuk

12 Redaksi Sinar Grafika)p. Cit, h. 121
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menjalankan kejahatan serta memerintahkan pengumieptusannya
itu.”
2. Ancaman Pidana Malpraktek Medis Dalam UU No. 36 ural2009
Tentang Kesehatan
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan mencakup beberapa pasal yang menganesaighan dokter
baik dari sudut perdata, pidana maupun administfadara lain:
a. Pasal 23 ayat (3)
“Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tekesghatan
wajib memiliki izin dari pemerintah.”
b. Pasal 24 ayat (1)
“Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pashhrus
memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, pakgguna
pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan stamdaedur
operasional.”
c. Pasal 29
“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kahaldalam
menjalankan profesinya, kelalaian tersebut haruselekaikan

terlebih dahulu melalui mediasi”

13 Ari Yunanto dan HelmiHukum Pidana Malpraktek Medikogjakarta: Penerbit Andi,
2010, h. 65
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d. Pasal 34 ayat (2)
“Penyelenggara  fasilitas  pelayanan kesehatan didara
mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak menkili&lifikasi
dan izin melakukan pekerjaan profesi.”

e. Pasal 57 ayat (1)
“Setiap orang berhak atas rahasia kondisi keselpaiiaadinya yang
telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayarsahn&tan.”

f. Pasal 58 ayat (1)
“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadeearang, tenaga
kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yangnimékan
kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalanyaeta kesehatan
yang diterimanya.”

g. Pasal 63 ayat (4)
“Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan bed@asdmu
kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat ditakuoleh
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kegamaintuk

itu.”

% Inti dari pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009 Tentangé{mtan ini sama dengan pasal
359 dan pasal 360 dalam KUHP.
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h. Pasal 65 ayat (1)

“Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh halayat dilakukan

oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian eaenangan

untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kedgan tertentu.”
i. Pasal 68 ayat (1)

“Pemasangan implant obat dan/atau alat kesehataiake tubuh

manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehypsaug

mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukafasditas
pelayanan kesehatan tertentu”

j. Pasal 69 ayat (1)
“Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangak itun”

k. Pasal 76

Aborsi® sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat

dilakukan:

1) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitinagi
pertama haid terahir, kecuali dalam hal kedaruratadis;

2) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilam da
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkateh
menteri;

3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

4) Dengan izin resmi, kecuali korban perkosaan; dan

5) Penyedia layanan kesehatan yang memahami syarat dan
ditetapkan oleh menteri.

> Aborsi ada tiga macam, yaitu: abortus spontanrtaboprovocatus dan abortus
terapeutik.
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Pasal 108 ayat (1)

Praktik kefarmasian yang meliputi perbuatan terrkgmngendalian
mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, gEamnam dan
pendistribusian obat, pelayanan obat atas reseferigtelayanan
informasi obat serta pengembangan obat, bahan déat obat
tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehasag ynempunyai
keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuaatuiaer
perundang-undangan

. Pasal 121 ayat (1)

“Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hadgpat
dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian darkangannya”
Pasal 124

“Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan hatakukhn
sesuai horma agama, norma kesusilaan dan etikasprof

Pasal 190 ayat (1 dan 2)

Ayat (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/aian tenaga
kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan fasilitas
pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak mkambe
pertolongan pertama terhadap pasien yang dalamaa&eadawat
darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 gyata(2 pasal 85
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling 1ani@dua) tahun
dan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratasypiah)

Ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksada pyat (1)
mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematiampipan
fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga dtesehersebut
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 [geptahun dan
denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miligiah)

Pasal 198

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan keamgan untuk
melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimakislain pasal

108 dipidana dengan pidana denda paling banyak (®30Q0.000

(seratus juta rupiah)
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g. Pasal 201 ayat (1 dan 2)
Ayat (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimdkgalam
pasall90 ayat (1), pasal 191, pasal 192, pasalda| 197, pasal
198, pasal 199 dan pasal 200 dilakukan oleh kospasalain pidana
penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana vapgt
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denéagah
pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagandimaksud
dalam pasal 190 ayat (1), pasal 192, pasal 196 p83, pasal 198,
pasal 199 dan pasal 200.
Ayat (2) Selain pidana denda sebagaimana dimakadd pyat (1),
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
b. Pencabutan status badan hukiim.

Norma pidana terletak dalam pasal 190, 198 dan B4.pasal-
pasal dalam undang-undang kesehatan tersebut gilangembuka jalan
bagi timbulnya malpraktek medis, baik secara peardpidana maupun
administrasi.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
memberikan perlindungan hukum baik kepada pasikeagse konsumen
dan dokter yang tercantum dalam pasal 27 dan [Z8alika terjadi
sengketa antara pasien selaku konsumen dan dekd&ugenyedia jasa
kesehatan, menggunakan dasar hukum tersebut.

Pasal 27 merumuskan “tenga kesehatan berhak mekdapa
imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakgast sesuai
dengan profesinya”. Pasal 29 merumuskan “dalantemaga kesehatan

diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan pirofas kelalaian

tersebut harus diselesaikan dahulu melalui medtasi”

'® Undang-undang Kesehatan dan arumah sakit Tahun @&Serta Penjelasannya
Jogjakarta: Nuha Medika, 2009, h. 11-88
Ybid., h. 13-14
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Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
memberikan perlindungan kepada dokter untuk beksgfuai standart
profesinya, sehingga bila ada pasien yang menuddkter karena
malpraktek medis hal tersebut perlu diperiksa |éditjut, apakah dokter
telah melaksanakan pekerjaan sesuai standart prgdeatau tidak. bila
terbukti dokter bekerja sesuai dengan profesinya.

Selain memberikan perlindungan, undang-undang ketsgiga
memberi kesempatan kepada konsumen selaku pengsm&esehatan
untuk menyelesaikan sengketa pelayanan medis yatgginthnya
melalui mediasi terlebih dahulu (jalur non litigasetapi bila melalui
mediasi tidak mampu menyelesaikan diperbolehkangmemakan jalur
pengadilan.

Dengan diundangkannya UU No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan, ancaman pidana terhadap kesalahan atalaidn yang
dilakukan oleh dokter yang menyebabkan pasien mgadeacat atau
luka-luka, tidak lagi semata-mata mengacu padankete KUHP,
karena dalam Undang-Undang Kesehatan telah dirtamuskicaman

pidananya.
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B. Malpraktek Medis Dalam Pandangan Hukum Islam
1. Jarimah Atas Selain Jiwa Tidak Sengaja

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidigakai,
yang ada dalam hukum pidana Islam ad@aimah terhadap selain jiwa.
Malpraktek yang didasarkan atas berat ringannyabahkiyang
ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tergolong ke miaiadak pidana atas
selain jiwa. Sedangkan yang dimaksud dengan tipi#kna atas selain
jiwa adalah Setiap perbuatan menyakiti orang laamgy mengenai
badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyaasny

Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa, esgpyang
dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatanyakiti, setiap
pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusagg@a badan
manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pemotongempenempelengan.
Oleh karenanya yang menjadi sasaran tindak pidainadialah badan
atau jasmani manusia, maka perbuatan yang menysisaan orang
tidak termasuk dalam definisi di atas, karena @enadvukan jasmani dan

sifatnya abstrak, tidak kongkret.

8 A. Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayddkarta:
Sinar Grafika, Cet. ke-2, 2006, h. 9
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Dalam menentukan pembagian tindak pidana atamngela ada
dua klasifikasi, yaitu:
a. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana asatain jiwa
dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu tindak pidaaa selain jiwa
dengan sengaja dan tindak pidana atas selain pnenk kesalahan.
Dalam hal ini malpraktek medis masuk dalam kategpodiak pidana
atas selain jiwa karena kesalahan.

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengdakti
sengaja atau karena kesalahan adalah suatu perbdatmana
pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetigk dda maksud
untuk melawan hukuf

Pembagian sengajal{'amdi) dan tidak sengajaal-khata’)
dalam tindak pidana atas selain jiwa, masih dipisiskan oleh para
ulama. Seperti dalam tindak pidana atas selain, jByafiiyah dan
Hambaliah berpendapat bahwa dalam tindak pidarsasafain jiwa
juga ada pembagian yang ketiggaitu syibhul ‘amdi atau
menyerupai sengaja. Contohnya seperti seseorang ryehempar
orang lain dengan buku, tetapi kemudian terjadiuksdn dan
pendarahan. Contoh kasus semacam ini menurut mdreak
termasuk sengaja, melainkan menyerupai sengajan&aalat yang

digunakan yaitu buku, pada dasarnya tidak akan mmmrkan

19 A. Wardi Muslich,Hukum Pidana Islamlakarta: Sinar Grafika, cet. ke-2, 2005, h. 180
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pelukaan atau pendarahan. Namun dari segi hukunmgeeka
menyamakan dengan tidak senddja.
b. Ditinjau dari segi objek (sasarannya)

Ditinjau dari objek atau sasrannya, tindak pidatas gaeelain
jiwa baik sengaja atau tidak sengaja dapat dibagd&lam lima
bagian, yaitu:

1) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota
badan dan semacamnya adalah tindakan perusakaeddperh
anggota badan dan anggota lain yang disetarakagaden
anggota badan, baik berupa pemotongan atau pelukedam
kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jeuoku,
hidung, zakar (kemaluan), biji pelir, telinga, bikiemaluan
perempuan, dan lidaH.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah aya

45, sebagai berikut:

000000000 0000 0000000 A000000000 - AdOOo00aaa

Oo0O00OOOoo0 Oo0O0OOOOoan OoOOOoo0Oaa

2 Ahsin Sakho Muhammad (ed€Jnsiklopedi Hukum Pidana Islagndakarta: Kharisma
llmu, Jilid 4, 2008, h. 21

L sayyid SabigFigh SunnahJakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid 1V, Cet. k@10, h.
347
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0000000000 - 0000000000 -+ &00000000 -+ O00000A000

?? (000000 0000000000000 00000000000 0000000000

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka d
dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas)
dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hjdung
telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan lika
(pun) adagishasmya.” ( QS. Al-Maidah: 45).

2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkannyenis
masih tetap utuh.

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakamgya
merusak manfaat dari anggota badan, sedangkangeggota
badannya masih utuh. Dengan demikian apabila aaggot
badannya hilang atau rusak, sehingga manfaatnya ikt
hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertgaiia
perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelomp
adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan,

penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicaraethbunh,

dan lain-lain®®

3) Asy-syajjaj

2 Kementrian Agama RLock. Cit
2 A. Wardi Muslih,Hukum Pidandslam,Op. Cit, h. 198
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Yang dimaksud dengamsy-syajjaj adalah pelukaan
khusus pada bagian muka dan kepala, tetapi khuaggrb
tulang-tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipigybanyak
dagingnya tidak termasugyajjaj, tetapi ulama lain berpendapat
bahwasyajjaj adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala
secara mutlak’

Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok
anggota badan meskipun ada pada bagian muka sepsH]
telinga, dan lain-lain tidak termassiajjaj.

4) Al-Jirah

Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain
wajah, kepala, damthraf. Anggota badan yang pelukaannya
termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, pambatas

12° Al-jirah terdapat dua macam, yaitu:

pinggu

a) Al-Jaifah yaitu pelukaan sampai ke bagian dalam dari dada
dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakamagpom
samping.

b) Ghairu Jaifah yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian

dalam dari dada atau perut, melainkan pada bagamnya

saja.

5) Tindakan selain yang disebutkan di atas

4 sayyid Sabig, Jilid IVOp. Cit, h. 350-351
% Ahsin Sakho Muhammad (eds), Jilid@p. Cit.,h. 22
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Adapun yang termasuk ke dalam kelompok tindakan
selainyan telah disebutkan di atas adalah setiagakan
pelanggaran atau menyakiti yang tidak sampai mkrafiaraf
atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula meauikan
syajjaj atau jirah. Sebagai contoh dapat dikemukalkaperti
pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki atau badtapi
tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luledaimkan
hanya memar, muka merah, atau terasa &akit.

2. Jarimah Atas Jiwa Tidak Sengaja
Malpraktek yang didasarkan atas niat pelaku danyetsbkan
matinya korban, dalam hukum pidana Islam hal ternséérmasuk ke
dalam jarimah pembunuhan karena kesalahagotlul khatha).
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Asa\ ayat 92

sebagai berikut:

0000 000000000 00000000 000 dO0o000000- 00000+ A00aa

2" 0000000

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membln seorang
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidgekgajay.
(QS. An-Nisa’: 92).

*° Ibid, h. 22

” Kementrian Agama RQp. Cit.,h. 93

8 Sebagai contoh: ketika seseorang menembak buetayy meleset dan terkena seorang
muslim
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Menurut Abdul Qodir ‘Audalal-khatha’ adalah perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang dengan tidak mempunyaisuagakuntuk
berbuat maksiat, tetapi terjadi karena kesalahabaikakesalahan dalam
perbuatan maupun kesalahan dalam persangkaan

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahyeaimah al-
khatha’ adalah suatu perbuatan (tindak pidana) mimpelaku tidak
bermaksud melakukan tindak kejahatan tersebut tidak sadar atas
akibat yang terjadi karena tindakannya itu.

Terdapat tiga unsur dalarjarimah al-khatha’ (pembunuhan
tersalah), ialah:

a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian;

b. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan;

c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatanakesatiengan
kematian korbar

Mengenai tindakan malpraktek yang menyebabkan kamat
menurut pendapat Abu Hanifah, As-Syatibi, dan ArkiNa tidak

adanyagishash berdasarkan hadits berikut ini:
(et an Al ) Guletad O il ) Uad 05 88

Artinya: “Setiap suatu pembunuhan selain denganjatentajam
dianggap tanpa segaja dan setiap pembunuhan tengajs
itu hanya wajib denda”. (Diriwayatkan oleh Baihaqi)

29 Ahsin Sakho Muhammad (eds), Jilid@p. Cit.,h. 263

*® Ahmad JazuliFigh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalastain Jakarta:
Rajawali Pers, 2000, h. 134

*! As-Shan’aniSubulussalamSurabaya: Al-lkhlas, 1995, Juz III, Cet. ke-1851



49

Karena malpraktek yang mengakibatkan kematian itakt
termasuk menggunakan alat berat seperti yang dapkghk hadits di
atas, maka termasuk ke dalam tindak pidana tanpgage dan tidak
wajib gishashmelainkandiyat

3. Sanksi Jarimah Atas Selain Jiwa dan Atas Jiwa Kakarsalahan

Sanksijarimah malpraktek medis menurut hukum Islam adalah
diyat mukhafafah Diyat mukhafafahadalah denda yang sifatnya ringan,
yaitu membayar denda yang berupa 100 ekor untdritezd ekor
higgah? 20 ekorjadz'ah® 20 ekorbinta labun®* ibnu labun®® dan 20
ekor binta mukhad® Diyat mukhafafahdiwajibkan atas pembunuhan
tersalah dibayar oleh keluarga pembunuh dan diargyghun tiap tahun
sepertiganya.

Diyat mukhafafahdiwajibkan kepada:

1) Pembunuhan tersalatlyétiu khatha)

2) Pembunuhan selain ditanah haram ( Makkah ) bukimtharam 9
Muharam, Dzulhijah dan Rajab) dan bukan muhrim.

3) Orang yang sengaja memotong/membuat cacat/melukggota

badan orang lain tetapi dimaafkan oleh keluarghdmt’

32 Unta betina usia 3-4 tahun

3 Unta betina usia 4-5 tahun

34 Unta betina usia leih dari 2 tahun

% Unta jantan lebih dari 2 tahun

3 Unta betina usia 2 tahun

37 Wahbah az-ZuhailiEikih Islam wa AdillatuhuJakarta: Gema Insani, Jilid VII, 2011,
h. h. 636-639



